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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
x 
 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostof 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
xi 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah a A 
 ِا Kasrah i I 
 ُا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥahdan yā’ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 ْFَG 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
atauyā’ 
ā a dan garis di atas 
ى kasrah danyā’ i i dan garis di atas 
ST ḍammahdan wau ū u dan garis di atas 
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4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah( ّﻰ$ِ),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari al-
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
xiv 
 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : Ramlah 
NIM : 10200115127 
Judul : Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) KUHAP Terhadap Penyerahan Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut Umum 
Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa dan 
Kejaksaan Negeri Gowa) 
Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1) Bagaimana efektivitas pasal 109 
ayat (1) KUHAP mengenai pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut 
umum setelah terbitnya SPDP?, 2) Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran 
terhadap ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP?, 3) Bagaimana pandangan hukum 
pidana Islam mengenai ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan 
SPDP?  
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan. 
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undang (statute 
approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan teologis normatif.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Efektivitas pasal 109 ayat (1) 
KUHAP mengenai pelimpahan berkas perkara setelah terbitnya SPDP dapat 
dikatakan efektif karena SPDP harus dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
adanya surat perintah penyidikan. Apabila berkas perkara terlambat dikirim maka 
pihak kejaksaan mengirim surat (P-17) untuk meminta perkembangan hasil 
penyidikan. Jika surat (P-17) tidak mendapat respon dari pihak kepolisian maka 
SPDP dikembalikan dengan begitu perkara yang ditangani terhapus dari register 
kejaksaan. Namun jika ingin menyidik ulang perkara tersebut maka pihak kepolisian 
dapat menerbitkan dan mengirim SPDP baru. 2) Adapun akibat hukum dari 
keterlambatan pegiriman SPDP yaitu bisa batal demi hukum dan dapat di pra 
peradilankan. 3) Penyidik diwajibkan mengirim SPDP ke penuntut umum karena 
merupakan amanah yang harus dilaksanakan dan apabila amanah tersebut tidak 
dilaksanakan maka perbuatan tersebut dikategorikan jarimah ta’zir yang penentuan 
hukuman menjadi hak penguasa (ulul amri) karena setiap perbuatan akan dimintai 
pertanggungjawaban (HR. Bukhari No. 1199, kitab ke-49, kitab memerdekakan 
hamba sahaya bab ke-17). 
Implikasi dari penelitian bahwa demi terciptanya sistem peradilan yang baik, 
para penegak hukum yaitu penyidik dan penuntut umum harus menjalankan tugas dan 
wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat 
meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam KUHAP khususnya dalam 
pasal pasal 109 ayat (1) KUHAP. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu 
usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam 
masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun sebagai pemberantasan atau 
penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila undang-undang yang 
menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum 
kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka 
sudah tentu penegakan hukum tidak mencapai sasarannya.1 Untuk itu, diadakan 
sistem peradilan pidana yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, 
peradilan dan lembaga permasyarakatan.2 
Perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. 
Salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembentukan KUHAP, menjadi 
lembaran baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Setelah sekian lama hukum 
acara pidana Indonesia berdasarkan pada Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
yang merupakan warisan kolonial Belanda, dengan pembentukan KUHAP telah 
terwujud perubahan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 
                                                 
1Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: CV. 
Mandar Maju, 2001), h. 1. 
2Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2010), h. 2. 
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Apabila disimak konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan 
KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu: 
1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa) 
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan 
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana 
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum 
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3 
Untuk mencapai tujuan di atas, maka aparat penegak hukum yaitu 
kepolisian sebagai pintu pertama dalam rangkaian sistem peradilan pidana 
mempunyai peran penting dalam penegakan hukum pidana. Undang-Undang No. 
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa 
pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi 
kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara. Serta 
kepolisian  berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.4 
Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 
2 yang berbunyi: 
                                                 
3Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM  dalam Proses 
Penahanan di Indonesia(Jakarta: Prenada Media Group, 2014),  h. 14. 
4Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah(Jakarta: 
Prenada Media Group, 2016), h. 40-41. 
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“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. 
 
Penyidikan dilaksanakan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk 
kepentingan penuntutan, yaitu dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan 
dilakukan penuntutan. Setelah tahap penyidikan selesai maka pihak kepolisian 
menyusun berita acara penyidikan ke dalam suatu berkas dan kemudian 
melimpahkannya kepada pihak jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses hukum 
lebih lanjut. 
Tugas selanjutnya aparat penegak  hukum adalah menentukan kepastian 
perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan bukti-bukti kuat 
bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan 
ditandai secara formal prosedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang 
berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan 
ataupun tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.5 
Dengan dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan perkara telah dimulai dengan menyerahkan 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sebagaimana yang diatur 
dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: 
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 
penuntut umum”.6 
 
                                                 
5Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana: Dalam Integrasi Keilmuan (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013),h. 48-49. 
6Andi Hamzah, KUHP & KUHAP(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 276. 
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Penyerahan SPDP akan menjadi sarana pengawasan eksternal dari 
penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk 
pembuatan surat dakwaan serta menjadi alat kontrol bagi penyidik karena jika 
penyidik tidak kunjung melimpahkan perkara ke penuntut umum, maka penuntut 
umum akan mempertanyakan kepada penyidik mengenai kelanjutan penyidikan 
perkara. Walaupun penyidik dan penuntut umum memiliki fungsi dan wewenang 
yang berbeda dalam melaksanakan tugasnya, namun penyidik dan penuntut umum 
harus dapat mewujudkan hubungan fungsional. Hubungan fungsional antara 
penyidik dengan penuntut umum dapat diketahui dengan adanya ketentuan yang 
diatur dalam pasal 109 KUHAP.7 
Pada pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memberitahukan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan perkara telah dimulai yang ditandai dengan 
menerbitkan SPDP, akan tetapi dalam praktik, tidak semua penyidik menyerahkan 
SPDP tepat waktu kepada penuntut umum pada saat penyidikan telah dimulai. 
Bahkan ada penyidik yang baru mengirimkan SPDP kepada penutut umum setelah 
penyidikan telah berlangsung lama. Ketidak patuhan terhadap mekanisme yang 
digariskan KUHAP akan memutus mata rantai proses peradilan pidana.8 
Dalam hal ini, penyidik dan penuntut umum merupakanaparat penegak 
hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua aparat penegak 
hukum seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk 
                                                 
7Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM  dalam Proses 
Penahanan di Indonesia,h. 171. 
8Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM  dalam Proses 
Penahanan di Indonesia, h. 175. 
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mencapai tujuan dalam sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau 
mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang 
dapat diterima masyarakat. 
Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan 
pidana yang memiliki pola hubungan yang strategis, karena pada tahap ini proses 
penyidikan tindak pidana pada pelimpahan berkas perkara mulai dilaksanakan. 
Keberhasilan tahap ini sangat menentukan tahap berikutnya, yaitu penuntutan. 
Sebaliknya apabila terdapat kegagalan dalam hal penyidikan, maka akan 
berpengaruh pada tahap penuntutan.9 
Jadi, penyidik yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan harus 
mempunyai ciri kepemimpinan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu 
amanah(dapat dipercaya) untuk menyampaikan amanat sebagaimana dalam Pasal 
109 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin 
hanyalah amanah dari Allah SWT yang bersifat relatif, yang harus 
dipertanggugjawabkan dihadapan-Nya. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh 
bertanggung jawab, jujur, dan memegang teguh prinsip atau nilai. 
Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4: 58: 
* ¨βÎ) ©! $# öΝä.ã ãΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δ r& #sŒ Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t÷ t/ Ä¨$¨Ζ9 $# βr& (#θ ßϑä3øtrB 
ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ Ïè ÏΡ / ä3ÝàÏètƒ ÿÏµ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $ Jè‹Ïÿxœ # ZÅÁ t/ ∩∈∇∪     
  
  
  
 
                                                 
9Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, h. 90. 
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Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.10 
 
Dalil di atas memberitahukan bahwa seseorang yang diberi amanah agar 
menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya serta memerintahkan 
kepada para penguasa yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum agar 
menetapkannya secara adil karena Allah SWT Maha mendengar dan Maha 
melihat terhadap apa yang dikerjakan. 
Dengan demikian, amanah adalah kemampuan moral dan etika yang akan 
memungkinkan manusia membangun sikap positif dan menghilangkan yang 
negatif. Dengan kemampuan ini pula manusia diharapkan dapat menunaikan 
fungsinya sebagai pemimpin.11 
Jadi keterlambatan penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut 
umumyang baru mengirim SPDP saat semua berkas perkara diberikan kepada 
jaksa penuntut umum membuat peneliti menfokuskan penelitian pada dua instansi, 
yaitu Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitan tentang 
“Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) KUHAP terhadap Penyerahan Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum Ditinjau dari 
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa)” 
                                                 
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 
87. 
11Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 123. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
a. Efektivitas 
b. Pasal 109 ayat (1) KUHAP 
c. Penyerahan 
d. SPDP 
e. Hukum pidana Islam 
2. Deskripsi fokus 
a. Pengertian efektivitas ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 
target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai dan sebagai pengukuran 
keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.12 
b. Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 
penuntut umum”.13 
 
KUHAP dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 1, 2 dan 6 haruf b, 
yang berbunyi: 
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat 
pegawai negari sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan. 
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. 
                                                 
12https://teoriefektivitas.blogspot.com/2016/02/pengertian-efektivitas.html?m=1 (diakses 
rabu, 10 Februari 2016). 
13Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 276. 
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3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.14 
 
c. Penyerahan dalam KBBI ialah suatu proses, cara, atau perbuatan 
menyerahkan.15 
d. SPDP menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana, 
adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada 
jaksa penuntut umum yang dibuat dan dikirimkan setelah terbitnya surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan. 
e. Pengertian Hukum pidana Islam, kata pidana dalam hukum Islam 
disepadankan dengan jinayah (jarimah).16 Kedua istilah ini secara etimologis 
mempunyai arti dan arah yang sama yaitu Jinayah adalah tindakan kriminal 
atau kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan 
perundang-undangan. Sedangkan istilah Jarimah mengandung pengertian 
perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi menurut makna bahasa pengertian ini 
sama dengan pengertian Jinayah.17 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana efektivitas Pasal 109 ayat (1) 
KUHAP terhadap penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 
                                                 
14Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, h. 1. 
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1218. 
16Abdil Widjaja, Hukum Pidana Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 
15 
17Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 
h. 1 
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kepada penuntut umum ditinjau dari hukum pidana Islam (studi kasus Polres 
Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa)? 
Dari pokok masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam sub-sub masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas pasal 109 ayat (1) KUHAP mengenai pelimpahan 
berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah terbitnya 
SPDP? 
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan pasal 109 
ayat (1) KUHAP? 
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai ketentuan pasal 109 
ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan SPDP? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 
literatur yang dikutip diantaranya: 
1. Hartono “Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan 
Hukum Proggresif” buku ini membahas tentang bagaimana mekanisme atau 
tata cara seorang penyelidik dan seorang penyidik itu mengumpulkan bahan 
keterangan yang diperoleh dari tempat dan ruang tertentu. Serta tindakan 
yang dilakukan seorang penyidik setelah terbitnya surat pemberitahuan 
dimulainya penyidikan. Akan tetapi dalam buku ini tidak dijelaskan secara 
terperinci bagaimana seorang penyidik mulai melakukan penyidikan sampai 
kepada tahap pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum yang berkenaan 
dengan pasal 109 KUHAP. 
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2. Ruslan Renggong “Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM 
dalam Proses Penahanan di Indonesia” buku ini membahas tentang jalinan 
koordinasi antara segenap aparat penegak hukum yakni kerja sama dan 
pengawasan yang melibatkan penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka 
atau terdakwa atau penasihat hukumnya dan aparat rutan atau aparat lembaga 
permasyarakatan. Jalinan koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum 
dalam hal kerja sama dan pengawasan dapat dilihat antara penyidik dan 
penutut umum dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 109 
ayat (1) KUHAP. Namun yang menjadi pembeda dalam buku ini dengan 
judul penelitian yaitu tentang pelaksanaan penahanan yang tidak dibahas 
peneliti dan bagaimana tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan 
peradilan pidana dengan jaminan perlindungan HAM yang telah mendapat 
tempat layak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 
3. Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga “Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah” 
buku ini membahas tentang hal-hal yang mendasar yaitu tentang pengertian 
dasar dan istilah-istilah dalam hukum jinayah, asas-asas hukum acara jinayah 
dilanjutkan kepada penerapan hukum acara jinayah, mulai dari penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi. 
Keterkaitan buku ini dengan judul penelitian dapat dilihat bagaimana 
penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan peraturan 
perundang-undangan. Namun yang menjadi pembeda dalam buku ini dengan 
judul penelitian yaitu dalam buku ini lebih menekankan tentang penerapan 
hukum acara jinayah di Aceh yang tidak dibahas peneliti. 
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4. Bastian “Tinjauan Yuridis Hubungan Fungsional antara Penyidik dan 
Penuntut Umum dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana” dalam 
penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul penelitian yaitu membahas 
tentang hubungan fungsional antara penyidik dengan penuntut umum dalam 
ketentuan pasal 109 dan 110 KUHAP. Pasal 109 mengatur tentang penyidik 
yang telah memulai ataupun menghentikan penyidikannya memberitahukan 
hal tersebut kepada penuntut umum. Sedangkan pasal 110 KUHAP mengatur 
dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib  
segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun yang 
menjadi pembeda yaitu peneliti menfokuskan pada ketentuan dalam pasal 109 
ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan SPDP kepada penuntut umum 
sedangkan penelitian ini membahas secara keseluruhan ketentuan yang 
terdapat dalam pasal 109 KUHAP. 
5. Deria Yanita “Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan 
Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Proses Penyidikan” Dalam penelitian 
ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang 
penyerahanSPDP dari penyidik kepada penuntut umum dalam pasal 109 ayat 
(1) KUHAP. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu 
penyerahan SPDP tidak hanya diberikan kepada penuntut umum tetapi bagi 
pelapor dan terlapor wajib mendapat SPDP. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan pokok masalah maka tujuan umum dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap 
penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan  kepada penuntut umum 
ditinjau dari hukum pidana Islam. 
Berdasarkan sub masalah maka yang menjadi tujuan khusus dari penelitia 
ini, yaitu: 
a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pasal 109 ayat (1) KUHAP 
mengenai pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum 
setelah terbitnya SPDP 
b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pelanggaran terhadap 
ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP 
c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai 
ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan SPDP 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoritis 
Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan pemahaman dan 
pengetahuan serta wawasan mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
KUHAP, khususnya mengenai ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap 
penyerahan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). 
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b. Kegunaan praktis 
Dalam hal penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 
pengetahuan bagi para praktisi hukum, aparatur negara, peneliti selanjutnya, serta 
masyarakat mengenai ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP terhadap penyerahan 
SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan). 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS  
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan 
1. Pengertian Penyidikan 
Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
megumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkahnya. Dari batasan pengertian sesuai 
konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan 
tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehigga melalui proses 
penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut: 
a. Tindak pidana yang telah dilakukan 
b. Tempat tindak pidana dilakukan 
c. Waktu tindak pidana dilakukan 
d. Cara tindak pidana dilakukan 
e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan 
f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan 
g. Siapa pelakunya.1 
Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP 
di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap 
tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau 
                                                 
1Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana:Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya 
(Bandung: PT. Alumni), h. 54. 
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mendukung kenyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang 
oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.2 
Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan 
jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi 
manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah 
sebagai berikut: 
a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik 
b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik 
c. Pemeriksaan di tempat kejadian 
d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa 
e. Penahanan sementara 
f. Penggeledahan 
g. Pemeriksaan atau interogasi 
h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, pemeriksaan di tempat) 
i. Penyitaan 
j. Penyampingan perkara 
k. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembaliannya kepada 
penyidik untuk disempurnakan.3 
 
 
 
                                                 
2Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum 
progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33. 
3Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 120. 
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2. Aparat Penyidik 
Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: 
penyidik adalah: 
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia 
Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi 
kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan 
kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 
Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983.Syarat kepangkatan pejabat 
penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan 
kepangkatan pejabat penyidik kepolisian, sebagai berikut: 
1) Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya: 
a) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi 
b) Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu Letnan Dua apabila 
dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang 
berpangkat Pembantu Letnan Dua 
c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI 
2) Penyidik pembantu, syarat-syaratnya: 
a) Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi 
b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara 
dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda 
(golongan II/a) 
c) Diangkat oleh Kepala RI atas usulan komandan atau pimpinan 
kesatuan masing-masing  
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b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang 
Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b yaitu 
pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. 
Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-
undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang 
penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang 
disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: “penyidik pegawai negeri sipil 
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing 
dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan 
penyidik Polri.4 
Pasal di atas memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang 
dapat menjadi penyidik tindak pidana.Penyidik tindak pidana terdiri atas dua 
komponen, yaitu penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak 
perbedaan diantara kedua penyidik tersebut yaitu terletak pada kewenangan 
masing-masing sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.5 
Adapun kewenangan penyidik menurut pasal 7 KUHAP, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 
                                                 
4Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, h. 50 
5Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum 
Progresif, h. 35. 
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c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari 
tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara 
i. Mengadakan penghentian penyidik 
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.6 
3. Proses Penyidikan oleh Penyidik Polri 
Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik 
ialah tersangka.Dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang 
sedang diperiksa.7 Adapun proses penyidikan oleh penyidik Polri, sebagai berikut: 
a. Untuk dapat dilakukan suatu penyidikan, dengan mendasari adanya laporan 
atau pengaduan masyarakat atau adanya tindak pidana yang ditemukan oleh 
pihak kepolisian. 
b. Setelah diketahui bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh 
seseorang, maka dilanjutkan dengan proses penyelidikan. 
c. Apabila dalam proses penyelidikan diketahui bahwa unsur-unsur tindak 
pidana memenuhi dan ditemukan minimal 2 alat bukti, maka dari proses 
                                                 
6Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 
Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.  212. 
7Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan (Makassar: 
University Press, 2013), h. 53 
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penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan dikeluarkan 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
d. Memanggil saksi dan tersangka untuk kemudian dilakukan pemberkasan. 
e. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan 
kepenuntut umum. 
f. Akan tetapi, apabila berkas dari penyidik belum lengkap menurut penuntut 
umum (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik 
untuk dilengkapi kembali. 
g. Kemudian penyidik menindaklanjuti petujuk dari penuntut umum mengenai 
berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap, untuk selanjutnya dilengkapi 
sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P21). 
Kemudian dilakukan pelimpahan berkas perkara tahap kedua. 
h. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas, barang bukti, dan tersangka ke 
jaksa penuntut umum.8 
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
a. Pengertian SPDP 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menurut Pasal 6 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur 
pelaksanaan penyidikan tindak pidana, adalah surat pemberitahuan dimulainya 
penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang dibuat dan 
dikirimkan setelah terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan. Apabila 
                                                 
8Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut 
Umum terhadap Tindak Pidana Anak: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam (vol. 1 no. 1, 
Oktober 2017), h. 118. 
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laporan polisi yang diterima itu merupakan tindak pidana yang telah diperoleh 
cukup bukti dari hasil penyelidikan.Dalam hal SPDP telah dikirimkan ke penuntut 
umum dan batas waktu kewajiban penyidik mengirim berkas perkara tahap 
pertama tidak terpenuhi, maka penyidik menyampaikan pemberitahuan 
perkembangan kasus kepada penuntut umum. 
b. SPDP sekurang-kurangnya memuat: 
1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan 
2. Waktu dimulainya penyidikan 
3. Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana 
yang disidik 
4. Identitas tersangka 
5. Identitas penyidik yang menandatangani SPDP 
c. Fungsi SPDP 
1. Dari perspektif pelapor, penerbitan SPDP menandakan bahwa laporan 
polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna 
membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. 
2. Dari perspektif terlapor, penerbitan SPDP menandakan suatu proses 
hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah 
dimulai dan terlapor dapat menyupayakan pembelaannya dengan 
mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu 
tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian. 
3. Dari perspektif penyidik, penerbitan SPDP menandakan dimulainya tugas 
penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu 
21 
 
 
 
sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi 
tersangka atau untuk menghentikannya nanti. 
4. Dari perspektif penuntut umum, penerbitan SPDP adalah sarana 
komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk 
menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai 
sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena 
nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan.9 
Selanjutnya, pengaturan penyerahan SPDP dari penyidik kepada penuntut 
umum belum secara jelas memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak 
adanya kepastian hukum. Namun demikian, kewajiban penyerahan SPDP kepada 
penuntut umum jelas diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Tidak adanya 
kepastian terkait jangka waktu penyerahan SPDP akan memutus jalinan 
koordinasi antara segenap penegak hukum terutama antara penyidik dan penuntut 
umum. sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik dalam 
melaksanakan kewenagannya. 
Sehubungan dengan pemberitahuan ini ditegaskan tentang kewajiban 
penyampaian, bentu dan waktu pemberitahuan itu dimulainya penyidikan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana 
dimaksud oleh pasal 109 adalah merupakan kewajiban bagi penyidik. 
b. Bahwa pemberitahuan itu wujudnya harus tertulis demi ketertiban 
administrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu stadardisasi, 
                                                 
9https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-
penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum, (diakses rabu, 11 Januari 2017) 
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yakni apakah pemberitahuan itu dituangkan dalam bentuk suatu formulir 
ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk 
cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup 
kemungkinan pemberitahuan itu disusulkan secara tertulis. 
c. Bahwa waktu pemberitahuan seharusnya dilakukan dalam waktu relatif 
singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersangka.10 
Menurut pasal 109 ayat (1) KUHAP, jelas bahwa begitu penyidik 
melakukan penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut 
umum.apabila penyidikan akan dihentikan karna kurangnya bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi 
hukum, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Ketika penyidik 
memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk 
memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut 
umum.Akan tetapi, masalah kewajiban itu bukan hanya pada permulaan tindakan 
penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik 
menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umu apabila penyidik telah mulai 
melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang 
harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. 
Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum 
dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan yang 
kemudian disusul dengan tulisan. Dalam praktiknya sering terjadi adanya 
                                                 
10Hamrat Hamid, Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang 
Penyidikan: Dalam Bentuk Tanya Jawab (Jakarta: Sinar Grafika, 1997). h. 37-38 
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pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya 
penyelesaian. Apakah penyidikan dihentikan atau berkasnya diserahkan ke 
penuntut umum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan rumusan 
yang jelas mengenai pemberitahuan perkembangan penyidikan, yakni: 
a. Penyidik memberitahukan tentang perkembangan penyidikan kepada 
penuntut umum. 
b. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan 
penyidikan.11 
5. Pelimpahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum 
a. Penuntut umum 
Pasal 1 angka 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
menegaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. Pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek “fungsi” dalam 
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan 
persidangan.12 
Wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana menurut pasal 
14 KUHAP, antara lain: 
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau 
penyidik pembantu. 
                                                 
11Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991), h. 96. 
12Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Permasalahannya, h. 62-65. 
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2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan 
memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 
dilimpahkan oleh penyidik. 
4) Membuat surat dakwaan 
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan 
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari 
dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada 
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah 
ditentukan 
7) Melakukan penuntutan 
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum 
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 
sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini dan 
melaksanakan penetapa hakim.13 
b. Sebab masalah tentang pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum 
Untuk mengungkapkan materi bidang penuntutan, kiranya tidak akan 
lengkap dan sempurna bilamana tidak menoleh kepada kegiatan-kegiatan sebelum 
suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena dianggap 
                                                 
13Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan, h. 98. 
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perlu untuk dikaitkan dengan masalah-masalah yang menyangkut penyidikan dan 
atau penyidikan tambahan. 
Baik penyidik maupun penutut umum dalam melaksanakan penegakan 
hukum pidana walaupun diantaranya mereka terdapat spesialisasi, diferensiasi, 
kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pembagain dan pelaksanaan tugas 
dikalangan penyidik dan penuntut umum, namun pada dasarnya hubungan mereka 
sangat erat sekali, bahkan pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian yang satu 
sama lain saling menunjang karena baik penyidik maupun penuntut umum sama-
sama bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar 
dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum 
sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya 
hukum dan keadilan. 
Kaitan erat hubungan antara penyidik dengan penuntut umum menurut 
KUHAP yaitu antara lain sebagai berikut: 
1. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau 
dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik, menurut pasal 109 ayat (1) 
penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. selanjutnya 
bilamana menurut pendapat penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut ternyata bukun merupakan tindak pidana maka penyidik 
memberitahukan hal itu selain kepada tersangka atau keluarganya 
memberitahukan pula kepada penuntut umum pasal 109 ayat (2). 
Penjelasan resmi Pasal 109 tidak memuat suatu kejelasan sehingga hal ini 
memungkinkan timbulnya beberapa permasalahan antara lain: 
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a. Apakah pemberitahuan yang dimaksud merupakan suatu kewajiban bagi 
penyidik kepada penuntut umum? 
b. Bagaimana cara pemberitahuan tersebut, apakah secara tertulis ataukah secara 
lisan? 
c. Bagaimana batas waktu pemberitahuan tersebut? 
Apabila dikaitkan dengan permasalahan di atas yang diperkirakan akan 
terjadi dalam prakteknya, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 109 tersebut adalah merupakan suatu kewajiban 
bagi penyidik. 
2) Cara pemberitahuan seyogianya tertulis demi tertibnya administrasi. 
3) Pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum dalam waktu relatif 
singkat, yakni sejak akan dimulai pemeriksaan tersangka oleh penyidik. 
2. Hubungan antara penyidik dengan penuntut umum dapat diperpanjang 
dalam hal penahanan lanjutan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) 
yakni apabila jangka waktu penahanan sebagaimana yang dimaksud pasal 
24 ayat (1) akan habis jangka waktunya, sedangkan penyidik memerlukan 
perpanjangan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, maka penuntut umum mempunyai wewenang memperpanjang 
untuk waktu paling lama empat puluh hari dengan memperhatikan alasan 
serta resume hasil pemeriksaan penyidik. 
3. Hubungan selanjutnya dalam rangka “prapenuntutan” yang dimaksud 
dengan prapenuntutan ialah wewenang penuntut umum sebagaimana yang 
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diatur dalam pasal 14, yakni dalam hal penuntut umum merasa penyidikan 
yang dilakukan penyidik kurang lengkap, penuntut umum segera 
mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk 
dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan 
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (pasal 110 ayat (3) dan 
prapenuntutan tidak dapat dilakukan lagi apabila dalam waktu 14 hari 
penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila 
sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal 
itu dari penuntut umum kepada penyidik (pasal 110 ayat (4) 
Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan prapenuntutan dalam hal 
jangka waktu, hal ini hendaknya dikaitkan dengan ketentuan materi pasal 138 dan 
pasal 110 ayat (1), antara lain sebagai berikut: 
a. Terhitung sejak penerimaan berkas perkara hasil penyidikan oleh penuntut 
umum, maka dalam waktu tujuh hari penuntut harus menentukan sikap apakah 
menurut  pendapatnya berkas perkara itu sudah lengkap atau belum dan untuk 
itu penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal 138 ayat (1) dan apabila penyidikan itu belum lengkap 
dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikan berkas 
perkara itu kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus 
dilengkapi dengan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan 
berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 138 ayat (2) 
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b. Terhitung sejak penerimaan berkas perkara hasil penyidikan oleh penuntut 
umum, maka dalam jangka waktu empat belas hari penuntut umum tidak 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, maka penyidikan dianggap 
selesai (pasal 110 ayat (4) 
c. Apabila berkas perkara hasil penyidikan yang diterima oleh penuntut umum 
ternyata menurut pendapatnya belum lengkap, maka dengan disertai petunjuk 
berkas tersebut dikembalikan kepada penyidik dan terhitung sejak penerimaan 
kembali berkas oleh penyidik. Penyidik dalam waktu empat belas hari harus 
sudah menyampaikan kembali berkas perkara hasil penyidikan tambahan itu 
kepada penutut umum.14 
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara 
umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran 
dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau 
akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang 
berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah tersebut dengan ilmu tauhid, ilmu 
tentang Islam atau syariat disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau 
akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang 
merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam 
cabang fiqhtersebut adalah fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, fiqh 
                                                 
14Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek (Bandung: CV. Mandar 
Maju, 2001), h. 186-192 
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syiasah dan mawaris. Secara berurutan, keenam macam fiqh tersebut adalah 
hukum Islam di bidang ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial 
kemasyarakatan dan bisnis, pernikahan, pidana, politik, serta waris. 
Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, apabila 
didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. 
Secara etimologis, fiqh berasal dari kata fiqiha-yafqahu yang berarti memahami 
ucapan secara baik. Sementara itu, secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh 
Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan dan Usman Sulaiman dengan mengutip 
definisi Al-Syafi’I dan Al-Amidi sebagai berikut: 
“Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan 
ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.” 
 
Adapun para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud 
jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. 
Kata jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan 
dosa atau perbuatan salah. Kata janajuga berarti memetik buah dari pohonnya. 
Orang yang berbuat dosa disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut 
mujna ‘alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau 
tindak pidana.15 
Itulah arti jinayah secara etimologis. Sementara itu, sacara terminologis, 
jinayah didefinisikan oleh Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, jinayah secara 
terminologi adalah setiap tindakan yang diharamkan. Tindakan yang diharamkan 
ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang Allah swt dan Rasul dengan 
                                                 
15Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah,h. 2. 
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hukuman hudd atau ta’zir karena di dalamnya terdapat aspek kemudaratan yang 
mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.16 
2. Penyidik dalam Pandangan Hukum Islam 
Manusia adalah makhluk Allah yang menjalankan tugas sebagai khalifah 
Allah dengan melaksanakan pesan Ilahi termasuk norma hukum guna 
memakmurkan bumi. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketundukan manusia pada 
hukum  Al-Qur’an dan As-Sunnah bukan sekedar mewujudkan ketenteraman, 
ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan tetapi juga sebagai bentuk penghambaan 
diri kepada Allah swt. Oleh karenanya, keberadaan hukum dalam syariat Islam 
sebenarnya membentengi masyarakat, menghindari, dan melindungi dari 
kejahatan dan pelanggaran karena perbuatan ini adalah maksiat kepada Allah swt. 
Maka dari itu, seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki 
koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana 
tata cara pelaksanaan tugas-tugas penyidikan. Artinya, para penyidik terkait pada 
peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) 
QHAJ dijelaskan: 
“Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan 
peraturan perundang-undangan” 
 
Pasal di atas memberikan penjelasan dalam hal penyidik menjalankan 
kewenangannya agar menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Jika dikaitkan 
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang 
                                                 
16M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016),  h. 2. 
31 
 
 
 
kewajiban penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan 
telah dimulai. Artinya bahwa penyidik yang mempunyai kuasa atas penyidikan 
wajib menyampaikannya karena hal tersebut merupakan amanah. Ada ungkapan 
menarik bahwa “kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan 
penuh amanah”. 
Ungkapan ini menyiratkan dua hal, yaitu: 
1. Apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah, maka kekuasaan 
yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt. yang 
demikian kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang 
bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. 
2. Kekuasaan itu pada dasarnya adalah amanah, maka pelaksanaannya pun 
memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggung 
jawaban, jujur, dan memegang teguh prinsip.17 
Dalam proses pelaksanaan penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan 
penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan 
mustahil bahkan sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli 
kriminalistik menetapkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme 
yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak 
dimiliki oleh seorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, 
cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang penyidik yang tentu saja akan 
menimbulkan persoalan baru. 18 
                                                 
17Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 122  
18Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, Jakarta: 
Prenada Media Group, 2016),h. 88. 
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Menurut Anthon, membengkaknya perkara dengan jumlah penyelesaian 
tersendat, buruknya pelayanan, terbatasnya alternatif penyelesaian sengketa, 
distorsi komunikasi sampai kepada ‘jorok’ dan ‘kumuhnya’ pengadilan 
merupakan refleksi ketidakmampuan pengadilan untuk memberdayakan diri.  
Allah berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 72 
$ ¯ΡÎ) $ oΨôÊ ttã sπ tΡ$ tΒ F{$# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ¡ 9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $#uρ š÷ t/r'sù βr& $ pκs]ù=Ïϑøts† z ø)x"ô©r& uρ 
$ pκ÷]ÏΒ $ yγ n=uΗxquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $YΒθ è=sß Zωθ ßγ y_ ∩∠⊄∪    
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,19 
 
Dalil di atas dikaitkan pada fungsi pemimpin dan dikaitkan dengan 
pernyataan dalam QS. Al-Baqarah/2: 30-33 yang menjadi dasar manusia ketika 
menerima amanah ini karena ia diberi kemampuan oleh Allah yang 
memungkinkan mengemban amanah itu. Kemampuan itu adalah wa’allama 
adama al-asma’kullaha, dan Allah mengajarkan Adam untuk mengeja namasetiap 
benda yang berarti pengalaman, pengetahuan, dan potensi ilmu yang 
dimilikinya.20 
Amanah dengan demikian adalah salah satu prinsip kepemimpinanan. 
Nabi Muhammad saw. disebutkan memiliki empat ciri kepemimpinana. Yaitu 
shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas berpengetahuan), dan 
                                                 
19Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Dharma Art, 2015), h.  
466. 
20Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, h. 123 
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tabligh (berkomunikasi dan komunikatif). Ada sebuah hadits riwayat Bukhari 
yang menyebut istilah amanah, tetapi secara jelas berintikan nilai amanah. Hadits 
ini secara lengkap berbunyi: 
“Tiap kamu adalah pengembala (pemimpin) dan tiap kamu akan diminta 
pertanggungjawaban dari gembalanya. Maka seorang pemimpin yang memimpin 
orang banyak adalah gembala yang akan diminta pertanggungjawaban atas 
gembalanya. Seorang istri adalah gembala atas rumah tangga suaminya dan ia 
diminta pertanggungjawaban atas gembalanya. Anak adalah gembala pada rumah 
tangga bapaknya dan ia diminta pertanggungjawaban atas penjagaannya. 
Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan 
diminta pertanggungjawaban dalam kepemimpinan”. 
 
Oleh sebab itu, menurut konsep Islam, semua orang adalah pemimpin. 
Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada sesama di 
dunia dan kepada Tuhan kelak di akhirat. Adanya pertanggungjawaban ini 
menyiratkan bahwa seorang pemimpin, di mana dan apapun level dan posisinya, 
ia pemegang amanah, dalam hal ini bisa rakyat maupun Tuhan. Rakyat, sebagai 
pemegang amanah, karena amanah sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara dapat diartikan sama dengan “kontrak sosial”. Sedangkan Tuhan jelas 
sebagai pemegang dan pemberi amanah kepada manusia.21 
                                                 
21Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah, h. 124 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 
lapangan (field research). penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah 
data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta 
atau fenomena-fenomena sosial, kemudian menganalisisnya dan berupaya 
melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati.1 
2. Lokasi penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif 
lapangan, maka penelitian dilakukan di Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri  
Gowa. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena untuk mendapatkan 
informasi terkait judul penelitian maka peneliti melakukan pengamatan langsung 
di instansi Kepolisian dan Kejaksaan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang 
bahasa yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi 
karya ilmiah.2 Berdasarkan judul penelitian maka peneliti menggunakan tiga 
pendekatan sebagai berikut: 
 
                                                 
1M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 6. 
 
2I  Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori 
Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 156 
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1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang 
mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai 
bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. 
2. Pendekatan kasus (case approach) 
Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan yang mencoba 
membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di 
lapangan. 
3. Pendekatan teologis normatif 
Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang bersumber dari 
ketentuan Tuhan dan perintah-Nya. Pendekatan ini sering dirangkaikan dengan 
keagamaan yang berlandas dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan 
Hadits. 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber 
data utama ini didapat melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti, yaitu pihak penyidik dan penuntut umum. 
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2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, 
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.3 Selain itu sumber data ini 
diperoleh dari undang-undang, internet, serta sumber lain yang dianggap relevan 
dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu 
penelitian kualitatif lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke 
objek penelitian yaitu Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa. Adapun metode 
pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, studi wawancara atau 
interview, dokumen atau bahan pustaka, dan studi pustaka. 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
mengumpulkan sejumlah data melalui pengamatan dan pengindraan sendiri 
sehingga peneliti memahami betul apa yang hendak diteliti. 
2. Studi dokumen (bahan pustaka) 
Studi dokumen merupakan langka awal dari setiap penelitian hukum (baik 
normatif maupu yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 
premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-
bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. 
 
                                                 
3Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan 
Empiris(Depok: Prenada Media Group,  2018),  h. 173 
37 
 
 
 
3. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muku (face to 
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang 
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang informan. 
4. Studi pustaka 
Studi pustaka yaitu mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku, 
artikel hukum, dokumen, KUHAP, peraturan perundang-undangan, dan sumber 
lain yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.4 
E. Instrumen Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam 
pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa:  
1. Peneliti sendiri 
Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti itu sendiri. 
2. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
berupa daftar pertanyaan. 
3. Alat tulis  
Alat tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban informan 
berdasarkan jawaban atas pertayaan yang diberikan. 
                                                 
4Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum(Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 65 
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4. Kamera 
Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang 
melakukan penelitian. 
5. Handphone 
Handphone yaitu alat yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan 
merekam suara selama wawancara berlangsung. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun sekuder lalu dibagi kemudian dijelaskan dan disusun secara 
sistematis. Setelah semua data terkumpul berupa bahan mentah, maka pengolahan 
data selanjutnya dengan metode editingdan coding. Editing adalah kegiatan 
pemeriksaan data yang telah terkumpul sebelumnya untuk melengkapi data-data 
yang masih kurang ataupun kosong, memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan 
data yang diperoleh. Coding adalah kegiatan pemberian kode terhadap data-data 
sehingga dapat mempermudah dalam proses analisis. 
2. Analisis data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kejadian atau fakta, 
keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 
tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan  atau menganalisis suatu hasil 
penelitian lebih luas. 
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BAB IV 
EFEKTIVITAS PASAL 109 AYAT (1) KUHAP TERHADAP 
PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA 
PENYIDIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI HUKUM 
PIDANA ISLAM 
 
A. Gambaran Umum tentang Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri Gowa 
1. Gambaran Umum Polres Gowa 
Kepolisian resort Gowa atau Polres Gowa merupakan pelaksanaan tugas 
Polri di Wilayah Kabupaten Gowa. Polres Gowa merupakan satuan kewilayahan 
polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal 
memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah 
hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gowa yang memiliki total 
luas 1.883,32 km2 
Dalam kesehariannya Polres Gowa dipimpin oleh seorang Kepala 
Kepolisian  Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili 
oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi . Polres 
Gowa membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-
fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada dibawah jajaran 
Polres Gowa anata lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan 
intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam. 
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Tugas pokok Satreskrim Polres Gowa: 
a. Satreskrim merupakan pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 
kapolres  
b. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan 
penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium 
forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. 
c. Satreskrim dipimpin oleh kasat reskrim yang bertanggung jawab kepada 
Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali 
Wakapolres. 
Visi Satreskrim Polres Gowa: 
Reserse kriminal Polres Gowa profesional, proporsional, dan dipercaya 
masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat 
dan penegakan hukum. 
Misi Satreskrim Polres Gowa: 
a. Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses 
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian 
hukum dan keadilan. 
b. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi 
forensik, identifikasi kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka 
penegakan hukum. 
c. Meningkatkan kinerja dan layanan Satreskrim Polres Gowa serta 
meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern. 
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d. Meningkatkan kerjasama dengan unsure CJS maupun lintas departemen 
dan kerjasama internasional dalam rangka penegakan hukum. 
e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi, serta 
pengawasan kinerja Satreskrim Polres Gowa yang akuntabel. 
f. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polres Gowa serta 
mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pasa aspek 
loyalitas dan legalitas. 
2. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Gowa 
Kejaksaan Negeri (kejari) untuk wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan. Kejari ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk: 
a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran. 
b. Menuntut perkara. 
c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal. 
d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. 
Pada Kejaksaan Negeri Gowa, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi 
bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai dengan undang-undang dan 
arahan kejaksaan Agung. Jaksa dari kejari juga memiliki tanggung jawab 
menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus Pengadilan daerahnya yang melanggar 
hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa juga masih memiliki fungsi lain seperti 
sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah dan lainnya.  
Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gowa meliputi wilayah administratif 
Pemerintah Kabupate Gowa yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 
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167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. Adapun 18 kecamatan yang 
termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gowa diantaranya: 
1) Kecamatan Somba Opu 
2) Kecamatan Pallangga 
3) Kecamatan Barombong 
4) Kecamatan Bajeng 
5) Kecamatan Bajeng Barat 
6) Kecamatan Bontonompo 
7) Kecamatan Bontomarannu 
8) Kecamatan Pattalassang 
9) Kecamatan Bontonompo Selatan 
10) Kecamatan Parangloe 
11) Kecamatan Manuju 
12) Kecamatan Tinggimoncong 
13) Kecamatan Tobolopao 
14) Kecamatan Tompobulu 
15) Kecamatan Biringbulu 
16) Kecamatan Bungaya 
17) Kecamatan Bontolempangan 
18) Kecamatan Parigi. 
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B. Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) KUHAP mengenai Pelimpahan Berkas 
Perkara dari Penyidik kepada Penuntut Umum setelah Terbitnya SPDP 
Sebagaimana yang telah diutarakan pada bab 2 “penyidikan”, aparat 
penyidik terdiri dari: 
1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang. 
Setelah semua hal yang diperlukan dari hasil penelitian maupun surat-surat 
selama penyidikan berlangsung diberkas, maka berkas perkaran dikirimkan 
kepada penuntut umum. Penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara kepada 
penyidik (Pasal 12 KUHAP) kemudian penyidik menyerahkan kepada penuntut 
umum.penyidik POLRI menyerahkan berkas perkara langsung kepada penuntut 
umum. PPNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui 
penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).1 
Pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengatur: 
“penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.”  
 
Selanjutnya, ayat (3) mengatur sebagai berikut:  
 
“Penyerahan berkas perkara  sebagaimana yang dimaksud ayat (2) 
dilakukan: 
1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara 
2. Dalam hal penyidikan telah dianggap selesai, penyidik menyerahkan 
tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut 
umum.” 
 
                                                 
1Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 143. 
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Penjelasan resmi dari pasal ini mencantumkan “cukup jelas” rumusan 
“penuntut umum” yang dipakai dalam KUHAP pada umumnya dan pasal 8 
KUHAP pada khususnya memerlukan pengamatan agar tidak terjadi kekeliruan 
penafsiran. Pada pasal 1 butir 6.a tercantum: 
“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan 
peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” 
 
Rumusan di atas menunjukkan tugas jaksa yakni: 
a. Bertindak sebagai penuntut umum. 
b. Melaksanakan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap. 
Pada pasal 1 butir 6.b tercantum: 
“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang 
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksankan penetapan hakim.” 
 
Berdasarkan rumusan tersebut, maka penuntut umum bertugas: 
a. Melaksanakan penuntutan 
b. Melaksanakan penetapan hakim  
Pada pasal 8 ayat (3) KUHAP mengatur penyerahan perkas perkara yang 
selanjutnya diatur dalam pasal 110 KUHAP sebagai berikut: 
1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib 
segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. 
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut 
ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan 
berkas perkara  itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi 
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk 
dilengkkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan 
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. 
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari 
penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum 
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batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu 
dari penuntut umum kepada penyidik.2 
 
Terkait dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP terhadap pelimpahan berkas 
berkara setelah terbitnya SPDP bapak AIPTU Syahruddin S.H selaku penyidik 
pembantu mengatakan bahwa: 
“Setelah penyidik menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada 
penuntut umum maka penyidik segera melengkapi berkas perkaranya dan 
melimpahkan ke jaksa penuntut umum JPU (tahap I) untuk dilakukan 
penelitian selama 14 hari dan apabila berkas perkara dikembalikan oleh 
JPU disertai dengan petunjuk (P-18, P-19) maka penyidik wajib untuk 
melengkapi petunjuk dari JPU, setelah dilengkapi maka berkas perkara 
dikemblikan ke JPU untuk diteliti. Demikian sebaliknya bila tahap I dan 
hasil penelitian JPU menyatakan berkasa yang dikirim penyidik sudah 
lengkap (P-21) maka penyidik berkoordinasi dengan JPU untuk tahap II 
(penyerahan tersangka dan barang bukti).”3 
 
Penjelasan resmi yang dikatakan oleh bapak AIPTU Syahruddin S.H 
selaku penyidik pembantu dapat dilihat pada Pasal 138 KUHAP yang memuat: 
“Yang dimaksud dengan “meneliti” adalah tindakan penuntut umum dalam 
mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda tersebut dari hasil 
penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang 
dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.”4 
 
Isi dari Pasal 138 KUHAP itu sendiri sebagai berikut: 
1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera 
mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib 
memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah 
lengkap atau belum. 
2. Dalam hal ternyata penyidikan belum lengkap, penuntut umum 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 
tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi  dan dalam 
                                                 
2Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan, h. 
146. 
3Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 17 
Mei 2019. 
4Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan, h. 
147. 
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waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah 
meyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.5 
 
Adapun prosedur pengiriman SPDP dari penyidik kepada penuntut umum 
sebelum mengirim berkas perkara kepada penuntut umum, bapak Syahruddin  
selaku penyidik pembantu yunit 4 tipidkor mengatakan: 
“Terkait prosedur pengiriman SPDP dari peyidik kepada penuntut umum, 
SPDP dikirim bersamaan dengan surat perintah penyidikan (SP. Sidik), 
laporan polisi dan surat perintah penahanan (sprin penahanan) jika pelaku 
ditahan.”6 
 
SPDP merupakan surat yang harus diserahkan oleh penyidik kepada 
penuntut umum berdasarkan dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP ketika melakukan 
tindakan permulaan penyidikan. SPDP sebagai sarana komunikasi dari penyidik 
kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan 
dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penyidik kepada penuntut 
umum. 
Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang 
dilakukan oleh penyidik dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut 
umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat 
tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak 
maksimal. Penerbitan SPDP sendiri merupakan awalan dari terbentuknya 
koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sehingga SPDP adalah 
pintu masuk pertama bagi penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan 
dalam suatu perkara. 
                                                 
5Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 17 
Mei 2019. 
6Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 17 
Mei 2019. 
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Sehubungan dengan pemberitahuan SPDP kepada penuntut umum 
wujudnya harus tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan pemberitahuan 
seharusnya dilakukan dalam waktu relatif singkat yaitu sejak penyidik memulai 
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam rangka mewujudkan proses 
penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya 
ringan.7 
Sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: 
”Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa 
yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada 
penuntut umum.”8 
 
Selanjutnya, pengaturan akan penyerahan SPDP belum secara jelas atau 
tidak memberikan jangka waktu yang pasti sehingga tidak ada jaminan terhadap 
kepastian hukum yang diatur dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana mengenai perihal kapan SPDP harus disampaikan sehingga 
pasal 109 Ayat (1) KUHAP masih menyimpan masalah besar, yaitu: 
1. Tidak adanya penegasan bahwa pelaksanaan SPDP merupakan suatu 
kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu 
2. Tidak adanya kejelasan kapan penyidik wajib memberitahukan penuntut 
umum terkait permulaan penyidikan. Ketidak jelasan ini mengakibatkan 
dalam penanganan suatu perkara, penuntut umum sama sekali tidak terlibat 
                                                 
7Deria Yunita, Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan dalam Proses penyidikan, skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, 2017), h. 26. 
8Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, h. 276. 
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karena tidak adanya pemberitahuan SPDP, atau SPDP baru dikirim 
bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan. 
Kewajiban adanya pemberitahuan SPDP tidak tergambar secara jalas 
dalam KUHAP. Tidak adanya kewajiban untuk pemberitahuan SPDP kepada 
penuntut umum akan berpengaru terhadap keterpaduan sistem peradilan pidana. 
Ketika penyidikan tidak disertai SPDP maka secara otomatis penyidikan berjalan 
tanpa adanya check and balances dari penuntut umum dan tentunya bertentangan 
pula dengan prinsip transparansi penyidikan. Tidak adanya check and balance 
antara penyidik dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan menimbulkan 
kesewenang-wenangan penyidik dalam melaksanakan kewenangannya. 
Menurut Hans Kalsen, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady bahwa 
suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui 
apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkannya 
peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan 
secara maksimal, maka sifat dari  aturan hukum tersebut menjadi tidak valid.9 
Jadi dikatakan suatu aturan hukum itu efektif apabila realita dalam 
menerapkan suatu aturan hukum berjalan sebagimana mestinya. Berkitan dengan 
hal tersebut maka penulis mencoba mengkaji bagimana efektivitas pasal 109 ayat 
(1) KUHAP mengenai pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut 
umum setelah terbitnya SPDP. 
 
 
                                                 
9Munir Fuady, Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 
117. 
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AIPTU Syahruddin S.H selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa: 
“Mengenai keterlambatan pengiriman SPDP itu tidak lagi terjadi setelah 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa 
SPDP harus sudah dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya 
surat perintah penyidikan.”10 
 
Alasan MK memberi batas pengiriman SPDP sudah dijelaskan sebelumnya 
yaitu karena tidak adanya kejelasan kapan penyidik wajib memberitahukan 
penuntut umum terkait permulaan penyidikan sehingga dapat berimplikasi pada 
tahap pengiriman berkas perkara. 
AIPTU Syahruddin S.H selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa: 
“Terkait pengiriman SPDP tidak lagi mengalami keterlambatan, namun 
yang terlambat dikirim kepada penuntut umum yaitu berkas perkara 
dikarenakan belum lengkapnya administrasi perkara seperti keterangan 
dari saksi-saksi, saksi ahli dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik 
serta jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang sedang 
ditangani.”11 
 
Bripka Muslim B, SH selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa: 
“Jika berkas perkara terlambat dikirim, maka pihak kejaksaan mengirim 
surat (P-17) yaitu surat permintaan perkembangan hasil penyidikan. Ketika 
surat (P-17) tidak dibalas oleh penyidik maka sekitar 2 (dua) bulan SPDP 
dikembalikan kepada penyidik, maka perkara terhapus dari register 
kejaksaan dan jika ingin menyidik ulang perkara tersebut maka dibuatkan 
SPDP lanjutan dari penyidik kemudian dikirim ke penuntut umum.”12 
 
Bapak Arifuddin Achmad, SH.,MH selaku jaksa penuntut umum mengatakan 
bahwa: 
“Keterlambatan pengiriman berkas perkara dari penyidik kepada penuntut 
umum merupakan masalah internal dari pihak kepolisian dan apabila 
berkas perkara terlambat dikirim maka pihak Kejaksaan mengirim surat 
                                                 
10Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa,  
tanggal 17 Mei 2019. 
11Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 
tanggal 17 Mei 2019. 
12Muslim B, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 
tanggal 25 Juni 2019. 
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(P-17) untuk meminta perkembangan hasil penyidikan. Setelah mengirim 
surat (P-17) namun tidak ada respon dari pihak kepolisian maka SPDP 
dikembalikan, namun apabila penyidik ingin menyidik ulang perkara 
tersebut maka penyidik dapat menerbitkan dan mengirim kembali SPDP 
baru”13 
 
Jadi dari hasil wawancara mengenai efektifitas pasal 109 ayat (1) KUHAP 
terhadap pelimpahan berkas perkara dapat dikatakan efektif karena penerapan 
pasal 109 ayat (1) KUHAP sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila telah 
mengirim SPDP namun berkas perkara belum dikirim oleh pihak kepolisian maka 
pihak kejaksaan mengirim surat (P-17) untuk meminta perkembangan hasil 
penyidikan. Pengiriman surat (P-17) sebagai bentuk koordinasi antara penuntut 
umum dengan penyidik bahwa penyidik harus segera mengirim berkas perkara 
karena apabila setalah penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan 
namun penyidik tidak memberi respon maka SPDP dikembalikan kepada penyidik 
dengan begitu perkara yang ditangani terhapus dari register kejaksaan. Namun 
jika ingin menyidik ulang perkara tersebut maka pihak kepolisian dapat 
menerbitkan dan mengirim SPDP lanjutan. 
Penerapan pasal 109 ayat (1) KUHAP memang sudah tepat waktu, akan 
tetapi masih ada kemungkinan yang bisa mempengaruhi SPDP terlambat dikirim 
oleh penyidik. 
Bripka Muslim B selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa: 
“Yang memungkinkan SPDP terlambat dikirim yaitu karena belum 
ditemukannya tersangka.Misalnya tindak pidana dibidang ITE, dimana 
sudah terjadi penipuan namum waktu dan jarak belum diketahui.”14 
 
                                                 
13Arifuddin Achmad, Jaksa Penuntut Umum  Kejaksaan Negeri Gowa, wawancara, 
Gowa, tanggal23 Mei 2019. 
14Muslim B, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 
tanggal 25 Juni 2019. 
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C. Akibat Hukum dari Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) 
KUHAP 
SPDP telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan secara rinci telah diatur 
pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian  Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 
tentang manejemen penyidikan tindak pidana, tak hanya itu pada tahun 2015 MK 
juga telah memberikan batas waktu kepada penyidik untuk menerbitkan dan 
menyerahkan SPDP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada penuntut umum 
juga kepada tersangka dan korban setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan 
(SP. Sidik).  
AIPTU Syahruddin S.H selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa: 
“Penerbitan SPDP dan SP. Sidik  dari perspektif penyidik sebagai penanda 
dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang 
cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan 
seseorang menjadi tersangka. Dari perspektif penuntut umum sebagai 
sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum dan sebagai 
pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik. Dari 
perspektif pelapor sebagai penanda bahwa laporan yang dibuat pelapor  
sudah dimulai diproses guna membuat terang suatu tindak pidana dan 
menemukan tersangkanya. Dan dari perspektif terlapor sebagai alat untuk 
mempersiapkan diri atau mengupayakan pembelaan dengan mengajukan 
keterangan, bukti atau saksi untuk membaut terang suatu tindak pidana 
tanpa melakukan proses pembuktian.”15 
 
Jadi dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP sudah menjadi tanggung jawab 
penyidik dan penuntut umum dalam merealisasikannya dan masing-masing telah 
diberi tugas dan wewenang dalam merealisasikan pasal tersebut yaitu untuk 
penyidik apabila telah mulai melakukan penyidikan, penyidik menerbitkan SPDP 
                                                 
15Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 
tanggal 17 Mei 2019. 
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dan langsung mengirimkan kepada penuntut umum untuk diteliti.Sedangkan 
penuntut umum setelah menerima SPDP harus mengikuti perkembangan dan 
memberikan pengawasan eksternal terhadap penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik dengan begitu harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa) 
dapat dilindungi. 
Penyampaian SPDP merupakan pintu masuk dari pelaksanaan koordinasi 
fungsioal antara penyidik dan penuntut umum sebagai penerapa prinsip check and 
belance, tidak dilakukannya koordinasi fungsional tentunya akan sangat 
mempengaruhi hasil penyidikan. Tanpa adanya koordinasi fungsional maka telah 
terjadi cacat prosedural. Cacat prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala 
proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP 
adalah bersifat melanggar hukum dan berimplikasi pada tindakan yang dilakukan 
dalam tahap penyidikan.16Sehingga setiap perbuatan harus dikenakan 
konsekuensi. 
Dalam KUHAP memang tidak diatur konsekuensi terkait ketidak 
tepatannya pengiriman SPDP dari penyidik kepada penuntut umum, sehingga 
penyidik seringkali memanfaatkan norma yang terkandung dalam Pasal 109 ayat 
(1) KUHAP. Oleh karenanya cukup beralasan bagi MK untuk memberikan 
penafsiran sebab akibat dari norma yang terkandung dalam Pasal 109 ayat (1) 
KUHAP berupa: 
“Apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka 
penyidikan dianggap batal demi hukum.” 
                                                 
16Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan, 
h. 181. 
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AIPTU Syahruddin S.H selaku penyidik pembantu mengatakan bahwa: 
“Akibat hukum terkait keterlambatan pengiriman SPDP dari penyidik 
kepada penuntut umum bisa batal demi hukum dan bisa di pra pradilankan 
artinya apakah perkaranya mau dilanjutkan atau dihentikan.”17 
 
Dengan akibat hukum tersebut kini penyidik wajib menyerahkan SPDP 
terhadap penuntut umum. Apabila SPDP tidak disampaikan tepat waktu maka 
akan mengakibatkan penyidikan menjadi tidak transparan dan tidak adanya 
pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik. Dengan adanya aturan 
tersebut dapat membuat jalinan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum 
menjadi semakin kuat serta penuntut umum berperan aktif dalam menangani suatu 
perkara. Oleh karena itu kekeliruan penyidik dalam menetapkan tersangka dan 
menilai bukti-bukti yang sering kali terjadi dapat dimanimalisir melalui 
pengawasan penuntut umum terhadap penyidikan dan melalui kerjasama diantara 
kedua lembaga penegak hukum tersebut. 
D. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Ketentuan Pasal 109 Ayat (1) 
KUHAP terhadap Penyerahan SPDP 
Manusia adalah makhluk Allah yang menjalankan tugas sebagai khalifah 
Allah dengan melaksanakan pesan ilahi termasuk norma hukum guna 
memakmurkan bumi. Oleh karena itu, kepatuhan dan ketundukan manusia pada 
hukum  Al-Qur’an dan As-Sunnah bukan sekedar mewujudkan ketenteraman, 
ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan tetapi juga sebagai bentuk penghambaan 
diri kepada Allah swt. Oleh karenanya, keberadaan hukum dalam syariat Islam 
                                                 
17Syahruddin, Penyidik Pembantu Yunit 4 Tipidkor Polres Gowa, wawancara, Gowa, 
tanggal 17 Mei 2019. 
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sebenarnya membentengi masyarakat, menghindari, dan melindungi dari 
kejahatan dan pelanggaran karena perbuatan ini adalah maksiat kepada Allah swt. 
Maka penyidik dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi 
nilai-nilai syariat Islam. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 
Pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban penyidik memberitahukan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai. Artinya bahwa penyidik yang 
mempunyai kuasa atas penyidikan wajib menyampaikannya karena hal tersebut 
merupakan amanah.Ada ungkapan menarik bahwa “kekuasaan itu amanah, karena 
itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. 
Dalam QS al-Nisa/4: 58: 
 
* ¨βÎ) ©! $# öΝä.ã ãΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Š xσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n<Î) $yγ Î=÷δ r& #sŒ Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t÷ t/ Ä¨$¨Ζ9 $# βr& (#θ ßϑä3øtrB 
ÉΑô‰yè ø9 $ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ Ïè ÏΡ / ä3ÝàÏètƒ ÿÏµ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. $ Jè‹Ïÿxœ # ZÅÁ t/ ∩∈∇∪   
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.18 
 
Dalil tersebut memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah 
sacara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, baik amanah 
dari Allah swt. maupun amanah dari manusia. Dan Allah swt. juga menyuruh 
kamu apabila menetapkan suatu hukum baik yang berselisih dengan manusia lain 
maupun tanpa perselisihan agar menetapkan hukum secara adil sesuai ajaran-Nya. 
artinya tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan 
                                                 
18Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 87 
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sanksi kecuali kepada yang melanggar. Sesungguhnya Allah dengan 
memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil telah 
membari pengajaran sebaik-baiknya kepada kamu dan sesungguhnya Allah sejak 
dulu hingga sekarang mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk 
dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. 
Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang 
dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. 
Amanah membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan 
batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan. Hal ini karena amanah bukan 
sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan  bermacam-
macam. Semuanya diperintahkan Allah swt. agar ditunaikan. Ada amanah antara 
manusia dan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia 
dengan lingkungannya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Masing-
masing memiliki perincian dan setiap perincian harus dipenuhi sebanyak apapun 
amanah yang diberikan. 
Jadi ayat di atas, memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada 
pemiliknya dan menetapkan hukum dengan adil. Dengan demikian, baik amanah 
maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, 
keturunan, atau ras.19 
Maka penyidik dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi 
nilai-nilai syarat Islam. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 
                                                 
19M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 581-582. 
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109 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban penyidik memberitahukan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai. Artinya bahwa penyidik yang 
mempunyai kuasa atas penyidikan wajib menyampaikannya karena hal tersebut 
merupakan amanah. Ada ungkapan menarik bahwa “kekuasaan itu amanah, 
karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”.  
Lebih lanjut dalam QS al-Anfal/8: 27: 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ èƒrB ©!$# tΑθ ß™§9 $#uρ (# þθ çΡθ èƒrBuρ öΝä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝçFΡr& uρ tβθßϑn=÷ès? ∩⊄∠∪    
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.20 
 
Dalil tersebut mengingatkan agar orang-orang tidak mengabaikan perintah 
bersyukur dengan menegaskan bahwa orang-orang yang beriman untuk tidak 
mengkhianati yakni mengurangi sedikit pun hak, Allah sehingga mengkufuri-Nya 
atau tidak mensyukuri-Nya dan Janganlah menghianati Rasulullah Muhammad 
saw. tetapi perkenankanlah seruannya dan jangan mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepada siapa pun, baik amanat orang lain maupun keluarga 
seperti istri dan anak, muslim ataupun nonmuslim. 
Sementara ulama menunjuk peristiwa Abu Lubabah dengan Bani 
Quraizhah sebagai sebab turunnya ayat ini. Seperti diketahui ketika Rasul saw 
hijrah ke kota Madinah, dihuni oleh tiga kelompok besar yaitu pertama dan kedua 
adalah suku Aus dan suku Khazraj yang saling berselisih, tetapi keduanya 
menyatu setelah datangnya Islam dan dikenal dengan kelompok al-Anshar (para 
                                                 
20Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 180 
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pembela Nabi saw. dan ajaran Islam) kelompok ketiga adalah orang Yahudi yang 
terdiri dari suku Bani an-Nadhir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa’. Rasul saw 
menjalin hubungan kerja sama dan perjanjian damai antar seluruh penduduk 
ketiga kelompok besar, tetapi orang-orang Yahudi berkhianat. 
Pengkhianatan pertama adalah suku Bani an-Nadhir sehingga Rasul saw. 
memaksa mereka meninggalkan kota Madinah menuju ke Syam. Pengkhianatan 
berikutnya dilakukan oleh Bani Quraizhah sehingga Rasul saw. mengepung 
mereka dan akhirnya mereka memohon agar diperlakukan seperti perlakuan 
terhadap Bani an-Nadhir. Rasul saw tidak mengabulkan permohonannya, tetapi 
menawarkan agar Sa’id Ibnu Mu’adz yang memberi putusan atas dasar bahwa 
Sa’id mempunyai hubungan baik dengan kelompok orang-orang Yahudi. Mereka 
meminta berkonsultasi dengan Abu Lubabah tentang tawaran Nabi saw. itu 
agaknya karena anak, keluarga, dan harta Abu Lubabah berada bersama Bani 
Quraizhah itu. Atas izin Rasul saw. sahabat Nabi mengunjungi mereka dan ketika 
ditanya tentang pendapatnya meyangkut kehadiran Sa’id, Abu Lubabah menunjuk 
ke lehernya sebagai isyarat bahwa Sa’id akan membunuh mereka. Setelah 
peristiwa ini Abu Lubabah sangat menyesal sampai-sampai mengikat dirinya 
disalah satu tiang masjid. Seminggu lamanya dia tidak minum dan makan dan 
pada akhirnya Rasul saw memaafkannya. Peristiwa isyarat Abu Lubabah ke 
lehernya itu ditunjuk oleh ulama sebagai sebab turunnya ayat di atas. 
Segala sesuatu yang berada digenggaman manusia adalah amanat Allah 
Swt. ada amanat Allah swt.kepada manusia seperti hukum-hukum yang 
disyariatkan-Nya agar dilaksanakan. Amanat Rasul saw. kepada manusia seperti 
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keteladanan yang beliau miliki. Amanat antar sesama manusia seperti penitipan 
harta benda dan rahasia.21 
Dengan demikian, segala perbuatan harus dipertanggungjawabkan.Jika 
dilihat dari segi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yaitu 
ketidak tepatan pengiriman SPDP yang mengakibatkan keterlambatan pelimpahan 
berkas perkara.Perbuatan tersebut dapat dikategorikan jarimah ta’zir. Jarimah 
ta’ziradalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir 
menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran.Ta’zir juga diartikan 
dengan Ar-Raddu wal mau’u, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan 
pengertian ta’zir menurut istilah sabagaimana yang dikemukakan oleh Al-
Mawardi dalam buku H. Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana Islam” 
mengemukakan bahwa: 
“Ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum 
ditentukan hukumannya oleh syara’.” 
 
Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta’zir adalah 
hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk menetapkannya 
diserahkan kepada ulil amri (pemerintah). Di samping itu, dari definisi tersebut 
dapat diketahui bahwa khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut: 
a. Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut 
belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan maksimal. 
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulul amri). 
                                                 
21M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, h. 
508-509. 
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Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas 
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula 
kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah  perbuatan maksiat. 
Adapun yang dimaksud dengan maksiat  adalah meninggalkan perbuatan yang 
diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Contoh 
meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan salat 
fardu, enggan membayar utang padahal mampu dan mengkhianati amanat.22 
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tiap manusia sebagai 
pemegang amanah harus melaksanakan tugasnya, baik amanah yang ditetapkan 
oleh Allah swt maupun amanah dari undang-undang karena setiap pemegang 
amanah harus mempertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan 
kepadanya.Sebuah hadits Riwayat Bukhari yang menyebut istilah amanah, tetapi 
secara jelas berintikan nilai amanah. Hadits ini secara lengkap berbunyi: 
١١٩٩ ِ ﱠﷲ َلSUَُر ﱠَنأ YَZَ[ُ \ِْ^  ِ ﱠﷲ _ِْ` [َ aُbْ_ِcَ . َd  ﱠe ُ ﱠﷲ  ِfgَْh[َ  ijُﱡhlُ :َلmَn iﱠhUََو  ٍعاَر
 ٌلSُtuْZََv ِسmﱠxyا zَh[َ ى|ِﱠyا Yَُg}َِ~mَv ِِﱠg[َِر \ْ[َ  ٍعاَرSُھَو   َ[ ٌلSُtuْ}َ ٍعاَر eُُ ﱠYyاَو iُْxْ 
اَر َُةأYZَyْاَو iُْxْ[َ ٌلSُtuْ}َ Sَْھَو ِِgَْ^ eَِْھأ zَh[َ gَ[ِ َh[َ ٌ ِgَْ^   ْَ^ َِھَو ِه_َِyَوَو mَِh 
 ُھَو ِه_ِﱢgUَ ِلm}َ َh[َ ٍعاَر _ُْ` َyْاَو iُْxْ[َ ٌَySُtuْ}َ Sَ َ} ٌلSُtuْ ََأ ُfxْ[َ  ٌلSُtuْ}َ iْjﱡhjَُv  َ[ \ْ
 :v يرm`yا fYأ ِِﱠg[َِر٤٩  :yا بml١٧ myا gھاYl بm^ h[ لو
gnYyا  
  
Artinya: 
Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda: ’kalian semuanya 
pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 
Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang 
kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan 
ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang istri memimpin rumah suami 
dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinanya. Seorang 
hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang 
                                                 
22Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248. 
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pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan 
akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.’” 
(Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-19, kitab memerdekakan hamba 
sahaya bab ke-17, bab dibencinya bertindak melampaui batas kepada 
hamba sahaya).23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23Muhammad Fa’ud Bin Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari dan Muslim, (Depok: Fathan 
Prima Media, 2017). h. 529. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Bahwa penerapan pasal 109 ayat (1) KUHAP mengenai pelimpahan 
berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah terbitnya 
SPDP dapat dikatakan efektif karena suatu aturan hukum  itu efektif 
apabila realita dalam menerapkan suatu aturan hukum berjalan 
sebagaimana mestinya. Pada pasal tersebut penyidik diwajibkan mengirim 
SPDP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah 
penyidikan. Jika setelah SPDP dikirim, namun berkas perkara terlambat 
dikirim maka penuntut umum mengirim surat (P-17) kepada penyidik 
untuk mempertanyakan perkembangan hasil penyidikan jika setelah surat 
(P-17) dikirim namun tidak mendapat respon dari pihak kepolisian maka 
SPDP dikembalikan dan perkara terhapus dari register kejaksaan. 
2. Bahwa dalam KUHAP memang tidak diatur konsekuensi terkait ketidak 
tepatannya pengiriman SPDP dari penyidik kepada penuntut umum, 
namun pada tahun 2015 MK memberikan penafsiran sebab akibat dari 
norma yang terkandung dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu apabila 
tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan 
dianggap batal demi hukum.  
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3. Bahwa dalam pasal 9 ayat (3) QHAJ penyidik wajib menjunjung tinggi 
nilai- nilai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 
109 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada 
penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai karena hal tersebut 
merupakan amanah dan apabila amanah tersebut tidak dijalankan maka 
perbuatan tersebut dikategorikan jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir adalah 
jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Ta’zir adalah hukuman 
pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya 
oleh syara’, tetapi penentuan hukuman menjadi hak penguasa (ulul amri) 
sesuai syariat Islam. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka disarankan agar: 
1. Demi terciptanya sistem peradilan yang baik, para penegak hukum yaitu 
penyidik dan penuntut umum harus menjalankan tugas dan wewenangnya 
sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, khususnya pada 
tahap penerbitan dan pengiriman SPDP yang diatur dalam pasal 109 ayat 
(1) KUHAP. 
2. Dengan adanya aturan penerbitan dan pengiriman SPDP yang diatur dalam 
pasal 109 ayat (1) KUHAP, diharapkan dapat memanimalisir terjadinya 
pelanggara-pelanggara dalam KUHAP. 
3. Dengan adanya pasal 109 ayat (1) KUHAP tentang penyampaian SPDP  
dari penyidik kepada penuntut umum, diharapkan penegak hukum maupun 
masyarakat dapat memahami keberadaan pasal tersebut. 
 
 
63 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Buku/Jurnal: 
Abdul al-Baqi, Muhammad Fu’ad. Hadits Shahih Bukhari dan Muslim. Depok: 
Fathan Prima Media, 2017 
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. 
Raja Grafindo, 2004 
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: 
Prenadamedia Grup, 2010 
Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2007 
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2008 
Diantha, I  Made Pasek. Metode Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi 
Teori Hukum). Jakarta: Prenadamedia Group, 2017 
Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim.Metode Penelitian Hukum (Normatif dan 
Empiris). Jakarta: Prenadamedia Group, 2018 
Fatimah. Studi Kritis Terhadap Pertautan AntaraHukum Islam dan Hukum Adat 
Dalam Sistem Hukum Nasional. Makassar: Alauddin University Press, 
2011 
Fuady, Munir. Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Kencana, 
2013 
Hamid, Hamrat dan Harun M Husein.Pembahasan Permasalahan KUHAP 
Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab). Jakarta: Sinar Grafika, 
1997 
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 
______KUHP & KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta, 2014 
Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum 
progresif). Jakarta: Sinar Grafika, 2010 
Hasan, Hamzah, Hukum Pidana Islam 1. Makassar: Alauddin University Press, 
2014 
Husein, Harun Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991 
Irfan, Nurul. Hukum Pidana Islam.Jakarta: Amzah, 2016 
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Jakarta: Dharma Art, 2015 
Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. 
Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 
Manullang, Fernando E. M. Sistem Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016 
Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 
Penyidikan).Jakarta: Sinar Grafika, 2011 
Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan 
Permasalahannya). Bandung: PT. Alumni, 2007
64 
 
 
 
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika,2005 
Nata, Abuddin. Masail Al-Fiqhiyah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006 
Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM  dalam 
Proses Penahanan di Indonesia). Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 
Salam, Moch Faisal. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: 
CV. Mandar Maju, 2001 
Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson Ghani. Mekanisme Penuntutan Jaksa 
Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak: Jurnal Studi dan 
Penelitian Hukum Islam (vol. 1 no. 1, Oktober 2017) 
Supardin. Materi Hukum Islam.Makassar: Alauddin University Press, 2011 
Syamsuddin, Rahman. Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan. 
Makassar: Alauddin University Press, 2013 
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur’an).Jakarta: Lentera Hati, 2002 
Syamsuddin. Paradigma Metode Penelitian (Kualitatuf dan Kuantitatif) 
Makassar: Shofia, 2016 
Widjaja, Abdil. Hukum Pidana Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2013 
 
Undang-undang: 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur 
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana 
 
Internet/Website: 
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-
penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum, (diakses rabu, 11 Januari 2017) 
https://teoriefektivitas.blogspot.com/2016/02/pengertian-efektivitas.html?m=1, 
(diakses rabu, 10 Februari 2016) 
 
Wawancara: 
Wawancara Bapak AIPTU Syahruddin selaku penyidik pembantu yunit 4 
Tipidkor Polres Gowa. 
Wawancara Bapak Bripka Muslim B selaku penyidik pembantu yunit 4 Tipidkor 
Polres Gowa. 
Wawancara Bapak Arifuddin Achmad, SH., MH selaku Jaksa Penuntut Umum 
Kejaksaan Negeri Gowa. 
RIWAYAT HIDUP 
 
Penulis dengan judul “Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) KUHAP 
terhadap Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan kepada Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum 
Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa dan Kejaksaan Negeri 
Gowa)” 
Penulis dengan nama lengkap Ramlah lahir di Maros 10 Oktober 1995, 
merupakan buah hati dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Sariana dan merupakan anak 
kedua dari empat bersaudara. Dibesarkan dalam keluarga sederhana di suatu daerah 
di desa Simbang, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. 
Penulis mengawali jenjang pendidikan di SD Inpres 135 Simbang pada 
tahun 2003-2008, kemudian menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bantimurung 
pada Tahun 2008-2011 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Maros pada 
tahun 2011-2014. Kemudian pada tahun 2015 barulah penulis melanjutkan 
pendidikan di peguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar melalui jalur UMM dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum pada 
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan hingga tahun 2019. 
 
